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Abstract 

 
The rapid advancement of digital health technologies has transformed the delivery of 

primary health care (PHC) globally. Digital Health Literacy (DHL) has become a critical 

competency for PHC workers, particularly in Indonesia, alongside the implementation of 

SATUSEHAT and the Six Pillars of Health Transformation, which depend on the digital 

capacity of the health workforce. This scoping review aims to synthesize evidence on: (1) 

the role of DHL in strengthening PHC workforce capacity; (2) system-level benefits of 

investing in DHL; (3) barriers to its development; and (4) evidence-based policy 

recommendations for Indonesia and comparable LMICs. The review followed the Arksey 

& O’Malley (2005) framework, with searches conducted in PubMed/MEDLINE, Scopus, 

Frontiers, and WHO repositories. Keywords included digital health/eHealth literacy, 

primary health care, health workers, and capacity building, while grey literature from 

the Indonesian Ministry of Health and ASEAN health authorities was also included. 

Screening and data extraction were conducted independently by two reviewers. DHL 

improves clinical decision-making, health information management, patient engagement, 

interprofessional collaboration, and continuous professional development. At the system 

level, it enhances service quality, efficiency, equity, and health surveillance. Key barriers 

include limited infrastructure, low baseline DHL, unequal access to training, data 

privacy concerns, and fragmented training approaches. Five policy recommendations 

were proposed. Strengthening DHL requires a multi-level strategy integrating training, 

digital infrastructure support, ethical regulatory frameworks, and a national action plan. 

Investment in DHL is a fundamental requirement for achieving universal health coverage 

in Indonesia. 

 
Keywords: Digital Health Literacy, Primary Health Care, Human Resources, Capacity 

Building, Telemedicine, Indonesia. 

 
Abstrak 

 
Perkembangan pesat teknologi kesehatan digital telah mengubah penyelenggaraan 

layanan kesehatan primer (PHC) secara global. Literasi Kesehatan Digital (LKD) menjadi 

kompetensi penting bagi tenaga PHC, khususnya di Indonesia, seiring implementasi 
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SATUSEHAT dan 6 Pilar Transformasi Kesehatan yang bergantung pada kapasitas 

digital SDM kesehatan. Tujuan berupa Scoping review ini bertujuan menyintesis bukti 

terkait: (1) peran LKD dalam meningkatkan kapasitas SDM PHC; (2) manfaat sistem dari 

investasi LKD; (3) hambatan pengembangannya; serta (4) rekomendasi kebijakan 

berbasis bukti untuk Indonesia dan negara LMIC sebanding. Metode Review dilakukan 

menggunakan kerangka Arksey & O’Malley (2005). Pencarian dilakukan pada 

PubMed/MEDLINE, Scopus, Frontiers, serta repositori WHO. Kata kunci mencakup 

literasi kesehatan digital/eHealth, layanan kesehatan primer, tenaga kesehatan, dan 

peningkatan kapasitas. Literatur abu-abu dari Kemenkes RI dan otoritas ASEAN turut 

disertakan. Skrining dan ekstraksi data dilakukan secara independen oleh dua penelaah. 

Hasilnya, LKD meningkatkan pengambilan keputusan klinis, manajemen informasi, 

keterlibatan pasien, kolaborasi interprofesional, dan pengembangan profesional 

berkelanjutan. Secara sistem, LKD meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, ekuitas, dan 

surveilans kesehatan. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya 

LKD awal, ketimpangan akses pelatihan, isu privasi data, dan pendekatan pelatihan yang 

terfragmentasi. Lima rekomendasi kebijakan diusulkan. Penguatan LKD memerlukan 

strategi multi-level melalui integrasi pelatihan, dukungan infrastruktur digital, regulasi 

etis, dan rencana aksi nasional. Investasi LKD merupakan kebutuhan mendasar untuk 

mencapai cakupan kesehatan universal di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Literasi Kesehatan Digital, Layanan Kesehatan Primer, SDM, Peningkatan 

Kapasitas, Telemedicine, Indonesia. 

 

PENDAHULUAN 

Lanskap layanan kesehatan global sedang mengalami transformasi digital yang 

belum pernah terjadi sebelumnya. Rekam medis elektronik (RME), platform 

telemedicine, aplikasi kesehatan seluler, dan alat diagnostik berbasis kecerdasan buatan 

kini menjadi bagian integral dari penyelenggaraan layanan kesehatan modern. Dalam 

ekosistem yang terus berkembang ini, literasi kesehatan digital (LKD) menjadi penentu 

kritis apakah sistem kesehatan dapat menerjemahkan inovasi teknologi menjadi luaran 

pasien yang adil dan efektif (Norman & Skinner, 2006; Organization, 2023). 

LKD secara luas didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai 

kemampuan untuk mencari, menemukan, memahami, dan menilai informasi kesehatan 

dari sumber elektronik serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi 

atau memecahkan masalah kesehatan (Organization, 2025). Literasi kesehatan digital 

(LKD) di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, khususnya pada 

wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Survei nasional 

menunjukkan bahwa indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada kategori 

sedang (3,54 dari skala 5), dengan pilar keamanan dan budaya digital yang relatif lebih 

rendah dibandingkan pilar lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika & 

Katadata Insight Center, 2022). Selain itu, akses dan pemanfaatan platform kesehatan 

digital seperti SATUSEHAT dan ASYIK belum merata, terutama di Puskesmas wilayah 

DTPK yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, konektivitas internet, serta 

kompetensi sumber daya manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). 

Studi internasional menunjukkan bahwa rendahnya literasi kesehatan digital berhubungan 

signifikan dengan keterbatasan akses, rendahnya pemanfaatan layanan digital, serta 

ketidakoptimalan hasil kesehatan, terutama pada populasi dengan kerentanan sosial dan 

geografis (van Kessel et al., 2022; Neter & Brainin, 2019). Kondisi ini berkontribusi pada 

belum optimalnya pelaporan data kesehatan secara real-time, termasuk cakupan imunisasi 

dan pemantauan stunting, yang merupakan indikator penting dalam program kesehatan 
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masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health 

Organization, 2021). Oleh karena itu, penguatan LKD tidak hanya menjadi isu 

kompetensi individu, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan 

kesehatan primer dan keberhasilan program promotif dan preventif secara keseluruhan. 

Layanan kesehatan primer (PHC) berfungsi sebagai landasan sistem kesehatan 

secara global. Di Indonesia, PHC diselenggarakan melalui jaringan sekitar 10.374 pusat 

kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang berfungsi sebagai garis terdepan layanan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) telah memposisikan transformasi digital sebagai pilar utama strategi 

kesehatan nasional melalui 6 Pilar Transformasi Kesehatan, dengan meluncurkan 

platform terintegrasi seperti SATUSEHAT, SIMPUS, dan ASYIK (Kesehatan, 2024). 

Namun, keberhasilan implementasi teknologi-teknologi ini sangat bergantung pada 

kompetensi digital tenaga kesehatan. 

Terlepas dari perkembangan tersebut, penelitian di antara staf PHC Indonesia 

mengungkapkan tingkat LKD yang bervariasi yang dapat menghambat adopsi efektif 

sistem eHealth (Algifari et al., 2024; Destrity et al., 2025), konsisten dengan bukti global 

yang menunjukkan bahwa rendahnya LKD di antara petugas kesehatan merupakan 

hambatan utama adopsi kesehatan digital (Organization, 2023; Van Roekel et al., 2025). 

Scoping review ini menyediakan sintesis komprehensif tentang: (1) fondasi 

konseptual dan teoretis LKD; (2) peran spesifik LKD dalam meningkatkan kapasitas 

SDM PHC; (3) potensi manfaat tingkat sistem dari investasi LKD; (4) hambatan yang 

membatasi pengembangan LKD dalam konteks LMIC; dan (5) rekomendasi kebijakan 

yang dapat ditindaklanjuti dengan fokus khusus pada transformasi kesehatan digital 

Indonesia yang sedang berjalan. 

 

METODE 

Metode penelitian ini menggunakan desain scoping review yang mengikuti 

kerangka lima langkah sebagaimana dijelaskan oleh Arksey & O’Malley (2005) serta 

Levac et al. (2010) (Arksey & O’malley, 2005; Levac et al., 2010), dengan pelaporan 

mengacu pada PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu 

mengakomodasi sifat literatur Literasi Kesehatan Digital (LKD) yang heterogen dan 

interdisipliner, serta untuk memetakan bukti secara komprehensif lintas domain. Setiap 

artikel dinilai sdengan desain studinya dan diklasifikasikan ke dalam kategori kualitas 

tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 24 studi yang 

dianalisis, sebanyak 14 studi termasuk kategori kualitas tinggi, 7 studi kualitas sedang, 

dan 3 studi kualitas rendah. Penilaian ini tidak digunakan untuk mengeksklusi studi, 

melainkan untuk memperkuat interpretasi temuan sesuai dengan tujuan scoping review 

dalam memetakan bukti secara komprehensif (Hong et al., 2018). 

Pencarian literatur dilakukan secara komprehensif melalui PubMed/MEDLINE, 

Scopus, Frontiers in Digital Health, dan Google Scholar menggunakan kombinasi kata 

kunci terkait LKD, layanan kesehatan primer, serta pengembangan kapasitas dan 

transformasi digital. Proses seleksi studi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 

dimulai dari 53 artikel yang teridentifikasi melalui pencarian basis data. Sebanyak 29 

artikel dieliminasi pada tahap skrining judul dan abstrak karena tidak relevan dengan 

literasi kesehatan digital dalam konteks pelayanan kesehatan primer atau tidak memenuhi 

kriteria tahun publikasi (<2015). Selanjutnya, 24 artikel dinilai kelayakannya melalui 

telaah teks lengkap dan seluruhnya memenuhi kriteria inklusi, sehingga diikutsertakan 

dalam sintesis akhir tanpa eksklusi tambahan pada tahap full-text. Hal ini menunjukkan 

konsistensi antara kriteria inklusi yang ditetapkan dan hasil seleksi studi. 
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Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak berfokus pada literasi kesehatan 

digital dalam konteks tenaga kesehatan atau layanan kesehatan primer, studi dengan 

populasi non-relevan, serta publikasi tanpa akses teks lengkap. 

 

Tabel 1. Ringkasan Penilaian Kualitas Studi (MMAT 2018) 

Kategori Kualitas Jumlah Studi Persentase 

Tinggi 14 58,3% 

Sedang 7 29,2% 

Rendah 3 12,5% 

Total 24 100% 

 

 

 
 

HASIL  

Sintesis scoping review akhir menggabungkan 24 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi dari total 53 rekaman yang diidentifikasi dari database Scopus. Tidak ada rekaman 

duplikat yang ditemukan. Sebanyak 7 artikel dieksklusi karena diterbitkan sebelum tahun 

2015, dan 22 artikel dieksklusi karena tidak relevan dengan lingkup Indonesia/Asia 

Tenggara atau tidak membahas LKD/telemedicine dalam konteks PHC. Sebagian besar 

studi yang disertakan diterbitkan pasca-2019 (n=18, 75%), mencerminkan efek katalitik 

COVID-19 pada penelitian kesehatan digital di kawasan. Studi spesifik Indonesia 

mencakup 46% dari literatur yang disertakan (n=11), dengan sisanya berasal dari Asia 

Tenggara lainnya (n=9, 38%) dan konteks LMIC/global relevan (n=4, 17%). 

 

Kerangka Konseptual: Memahami Literasi Kesehatan Digital 

Definisi dan Fondasi Teoretis 

Skala Literasi eHealth (eHEALS) memperkenalkan enam domain literasi yang 

saling terkait dan penting untuk menavigasi lingkungan kesehatan digital (Norman & 

Skinner, 2006). Model dasar ini kemudian diperluas untuk mengakui literasi kesehatan 
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digital sebagai kemampuan multidimensi dan bergantung pada konteks yang dibentuk 

oleh faktor sosial, organisasi, dan institusional  (Paige et al., 2018; Van Der Vaart & 

Drossaert, 2017) (Tabel 1). 

Kerangka yang lebih baru, termasuk model Determinan Digital Kesehatan WHO, 

menempatkan LKD dalam ekosistem sosio-teknis yang lebih luas yang mencakup literasi 

etis, literasi algoritmik, dan literasi emosional yang relevan dengan interaksi manusia-AI 

(Wamala-Andersson et al., 2026). Beasiswa kontemporer semakin memposisikan LKD 

sebagai determinan struktural ekuitas kesehatan yang mencerminkan dan memperkuat 

konteks sosioekonomi dan institusional di mana individu hidup dan bekerja (Wamala 

Andersson & Gonzalez, 2025). 
 

Tabel 1. Domain Inti Literasi Kesehatan Digital dan Relevansinya bagi Petugas PHC 

Indonesia 

Domain LDK Deskripsi Relevansi bagi Tenaga PHC 

(Indonesia) 

Literasi 

Tradisional 

Kemampuan membaca dan 

literasi fungsional dasar 

Fondasi untuk memahami pedoman 

klinis, dokumentasi RME, dan 

persyaratan entri data SATUSEHAT 

(Kesehatan, 2024) 

Literasi 

Kesehatan 

Kemampuan memperoleh, 

memproses, dan memahami 

informasi kesehatan 

Mendukung keputusan klinis berbasis 

bukti dan edukasi pasien di konsultasi 

Puskesmas (Fitzpatrick, 2023) 

Literasi 

Informasi 

Evaluasi kritis terhadap 

sumber informasi 

Mendukung kemampuan membedakan 

informasi kesehatan digital yang andal 

dan tidak andal; menangkal 

misinformasi kesehatan (Wamala-

Andersson et al., 2026; Yuen et al., 

2024) 

Literasi 

Komputer 

Keterampilan teknis 

mengoperasikan perangkat 

dan perangkat lunak digital 

Diperlukan untuk operasional platform 

SIMPUS, ASIK, SATUSEHAT, dan 

manajemen rekam medis elektronik 

(Rahmah et al., 2025) 

Literasi Media Analisis kritis terhadap 

konten media digital 

Penting untuk mengidentifikasi 

misinformasi kesehatan yang beredar 

melalui media sosial di komunitas 

Indonesia (Destrity et al., 2025; Yuen 

et al., 2024) 

Literasi Sains Pemahaman proses ilmiah 

dan kualitas bukti 

Mendasari penilaian hasil riset klinis 

dan rekomendasi diagnostik berbasis 

AI (Bejaković & Mrnjavac, 2024; 

Wamala-Andersson et al., 2026) 
Catatan. Diadaptasi dari Norman & Skinner (2006) dan Physiopedia (2023). PHC = Layanan Kesehatan 

Primer. SATUSEHAT = Platform data kesehatan terintegrasi Indonesia. SIMPUS = Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas. ASIK = Aplikasi Sehat IndonesiaKu. 

 

LKD sebagai Kemampuan Multi-Level 

Kerangka LKD kontemporer mengadopsi pendekatan multi-level yang beroperasi 

pada tingkat mikro (individu), meso (organisasi), dan makro (kebijakan) (Wamala 

Andersson & Gonzalez, 2025). Lensa multi-level ini sangat instruktif untuk pengaturan 

PHC, di mana kompetensi individu harus didukung oleh infrastruktur organisasi dan 

kebijakan yang memungkinkan. Sebagaimana dicontohkan oleh Strategi Literasi 
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Kesehatan Digital UE, pengembangan LKD yang efektif memerlukan ko-kreasi dengan 

pemangku kepentingan yang beragam dan intervensi simultan di ketiga tingkatan 

(Wamala Andersson & Gonzalez, 2025). 

 

Peran LKD dalam Meningkatkan Kapasitas SDM Layanan Kesehatan Primer 

Meningkatkan Pengambilan Keputusan Klinis dan Praktik Berbasis Bukti 

Petugas kesehatan dengan LKD lebih tinggi lebih siap untuk mengakses, 

mengevaluasi secara kritis, dan menerapkan bukti terkini dari basis data klinis digital, 

platform telemedicine, dan alat diagnostik berbantuan AI (Bejaković & Mrnjavac, 2024). 

Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan di PMC menemukan bahwa alat komunikasi 

digital secara signifikan meningkatkan akses informasi kesehatan dan mendukung 

pengambilan keputusan klinis di antara klinisi maupun pasien (Fitzpatrick, 2023). Bagi 

petugas Puskesmas yang sering beroperasi tanpa dukungan spesialis LKD menyediakan 

akses waktu nyata ke basis data obat, protokol klinis, dan saluran konsultasi. 

 

Memperkuat Manajemen Informasi Kesehatan 

LKD secara langsung mendukung kapasitas petugas PHC dalam mengelola RME 

dan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Di Indonesia, hal ini terwujud dalam 

kemampuan staf Puskesmas mengoperasikan SIMPUS dan berkontribusi akurat pada 

SATUSEHAT, yang mengintegrasikan rekam pasien di semua tingkatan sistem kesehatan 

(Kesehatan, 2024). Petugas dengan LKD yang memadai dapat memasukkan data pasien, 

menghasilkan laporan pemantauan, dan memanfaatkan alat berbasis dashboard seperti 

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pemantauan kesehatan populasi. Sebuah 

studi di Puskesmas Pameumpeuk, Garut, menunjukkan bahwa pelatihan LKD yang 

ditargetkan meningkatkan pemahaman indikator RME dan kesadaran keamanan data di 

antara staf (Priyadi et al., 2026). 

 

Meningkatkan Komunikasi dan Keterlibatan Pasien 

LKD membekali petugas PHC untuk membimbing pasien dalam layanan kesehatan 

digital, termasuk telehealth, pemantauan jarak jauh, dan aplikasi seperti SATUSEHAT 

Mobile. Penelitian menunjukkan bahwa penyedia dengan LKD kuat lebih efektif 

mendukung penggunaan alat digital dan navigasi rekam kesehatan pribadi (Van Roekel 

et al., 2025). Petugas PHC juga berperan sebagai perantara antara sistem digital dan 

populasi dengan akses terbatas, seperti lansia, masyarakat pedesaan, dan berpendidikan 

rendah, sebagai bagian dari kompetensi profesional yang berkembang (Yuen et al., 2024). 

 

Mendukung Kolaborasi dan Koordinasi Interprofesional 

Sebuah studi WHO yang meninjau lebih dari 100 tinjauan sistematis 

mengidentifikasi peningkatan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan sebagai 

manfaat utama adopsi teknologi digital (Organization, 2023). Pada tim Puskesmas, LKD 

memfasilitasi pertukaran data lintas SIMPUS dan SATUSEHAT serta mendukung 

manajemen kasus terintegrasi. 

 
Memungkinkan Pengembangan Profesional Berkelanjutan 

Literasi digital memfasilitasi akses ke pembelajaran daring, webinar, dan e-learning 

untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Kemenkes RI mengembangkan platform 

e-learning sebagai bagian transformasi SDM (Kesehatan, 2024), menegaskan kapasitas 

digital harus sejalan dengan infrastruktur. Dengan LKD memadai, petugas dapat 

mengakses pembelajaran dan beradaptasi dengan pedoman klinis, memperkuat 

ketangguhan tenaga kesehatan. 
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Manfaat Tingkat Sistem dari Investasi Literasi Kesehatan Digital 

Enam domain manfaat tingkat sistem yang berbeda diidentifikasi dalam literatur 

yang disertakan (Tabel 2). Secara kolektif, manfaat-manfaat ini mewakili imbal hasil 

agregat dari investasi LKD pada tingkat sistem kesehatan, yang beroperasi melalui 

peningkatan kompetensi individu dan kapasitas organisasi. 

 

Tabel 2. Manfaat Tingkat Sistem dari Investasi Literasi Kesehatan Digital dalam 

Layanan Kesehatan Primer 
Domain Manfaat Hasil Spesifik Sumber Bukti 

Kualitas & 

Keselamatan 

Layanan 

Penurunan kesalahan pemberian 

obat; peningkatan kepatuhan 

protokol; pemanfaatan dukungan 

keputusan klinis yang lebih baik 

(Wamala Andersson & Gonzalez, 

2025)(Fitzpatrick, 2023; Wamala 

Andersson & Gonzalez, 2025) 

Efisiensi Sistem Pengurangan beban dokumentasi; 

peningkatan throughput pasien; 

alokasi sumber daya lebih efisien 

(Organization, 2023) 

(Kesehatan, 2024) 

Ekuitas Kesehatan Menjembatani kesenjangan 

digital; akses lebih baik bagi 

populasi pedesaan dan lansia; 

menangkal misinformasi 

kesehatan 

(Van Kessel et al., 2022; Yuen et 

al., 2024) 

Surveilans 

Kesehatan 

Entri data akurat secara real-time; 

pemantauan kesehatan populasi 

melalui dashboard PWS; deteksi 

KLB 

(Kesehatan, 2024; Priyadi et al., 

2026) 

Pengembangan 

Tenaga Kesehatan 

Akses ke CPD online; adaptasi 

terhadap teknologi baru; 

kompetensi berbasis platform 

(Kesehatan, 2024) 

(Organization, 2023) 

Keterlibatan Pasien Fasilitasi konsultasi telemedicine; 

panduan SATUSEHAT Mobile; 

navigasi informasi kesehatan 

(Van Roekel et al., 2025; Wamala 

Andersson & Gonzalez, 2025) 

Catatan. CPD = Pengembangan Profesional Berkelanjutan. PWS = Pemantauan Wilayah Setempat. 

Sumber mewakili publikasi kunci yang mendukung setiap domain manfaat. 

 

Hambatan dan Tantangan Pengembangan LKD 

Lima domain hambatan diidentifikasi dari literatur yang disertakan, dengan 

signifikansi khusus untuk konteks Indonesia dan LMIC (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Hambatan Pengembangan Literasi Kesehatan Digital dan Strategi Mitigasi 

(Konteks Indonesia) 

Kategori 

Hambatan 

Manifestasi Spesifik 

(Indonesia) 

Strategi Mitigasi 

Defisit 

Infrastruktur 

Konektivitas internet tidak andal 

di Puskesmas terpencil/DTPK; 

kesenjangan pemeliharaan 

perangkat keras; ketidakstabilan 

sistem SIMPUS 

Dana DAK Non-Fisik untuk 

konektivitas; investasi 

infrastruktur digital sebagai 

prasyarat, bukan pengikut 

LDK Awal 

Rendah & 

Resistensi 

terhadap 

Perubahan 

LDK yang bervariasi di antara 

staf; keengganan mengadopsi 

sistem baru; inersia alur kerja 

lama 

Strategi manajemen perubahan; 

desain pelatihan partisipatif; 

pelibatan staf sebagai pemangku 

kepentingan 
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Akses Pelatihan 

Tidak Merata 

LDK berkorelasi terbalik dengan 

usia dan lokasi pedesaan; 

distribusi tenaga kesehatan tidak 

merata secara geografis 

Penyampaian pelatihan 

terdesentralisasi; platform 

pembelajaran mobile; jaringan 

ToT (Training of Trainer) 

regional 

Privasi Data & 

Kekhawatiran 

Etika 

Ambiguitas hukum terkait 

kepemilikan data kesehatan; 

kerangka persetujuan pasien 

tidak jelas; kedaulatan data 

SATUSEHAT 

Kerangka tata kelola data 

kesehatan digital yang 

komprehensif; regulasi 

harmonisasi; pelatihan etika 

profesi 

Pendekatan 

Pelatihan 

Terfragmentasi 

Pelatihan terpusat ad hoc 

(DTO/Kemenkes) tanpa tindak 

lanjut berkelanjutan; LDK tidak 

terintegrasi dalam kurikulum 

pra-jabatan 

Integrasi LDK dalam kurikulum 

pendidikan tenaga kesehatan 

sarjana; sertifikasi dalam-jabatan 

wajib 

Catatan. DTPK = Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan. DTO = Digital Transformation 

Office, Kemenkes RI. DAK Non-Fisik = Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. ToT = Training of Trainer. 

 

PEMBAHASAN 

Temuan Utama dan Signifikansinya 

Scoping review ini menyediakan sintesis komprehensif dari bukti yang 

mengonfirmasi bahwa LKD adalah kompetensi yang beragam dan tak tergantikan untuk 

penyelenggaraan PHC yang efektif di era digital. Lima dimensi peran LKD dalam 

kapasitas SDM PHC pengambilan keputusan klinis, manajemen informasi kesehatan, 

keterlibatan pasien, kolaborasi interprofesional, dan pengembangan profesional 

berkelanjutan beroperasi secara saling bergantung. Penguatan satu dimensi tanpa 

mendukung yang lain menghasilkan hasil yang suboptimal; oleh karena itu, pendekatan 

sistemik terhadap pengembangan LKD sangat penting. 

Manfaat tingkat sistem yang didokumentasikan di enam domain secara kolektif 

menunjukkan bahwa investasi LKD menghasilkan imbal hasil yang semakin besar di 

dimensi kualitas, efisiensi, ekuitas, dan surveilans. Temuan ini konsisten dengan 

positioning LKD sebagai 'super-determinan kesehatan' yang kerangkanya menangkap 

bagaimana LKD memediasi akses ke berbagai sumber penentu kesehatan lainnya (Van 

Kessel et al., 2022). 

 

Implikasi Spesifik Indonesia 

Agenda transformasi kesehatan digital Indonesia yang ambisius menciptakan 

peluang luar biasa sekaligus risiko yang signifikan. Peluncuran simultan SATUSEHAT, 

peningkatan SIMPUS, dan ASIK bersamaan dengan strategi 6 Pilar mencerminkan 

lingkungan kebijakan yang memungkinkan dan jarang dicapai oleh LMIC lainnya. 

Namun, bukti yang ditinjau di sini secara konsisten menunjukkan bahwa investasi 

infrastruktur digital tanpa pengembangan LKD secara bersamaan berisiko memperburuk, 

bukan mengurangi, ketidaksetaraan kesehatan (Yuen et al., 2024). 

Tantangan distribusi tenaga kesehatan geografis sangat akut: rasio dokter-penduduk 

di Papua diperkirakan sekitar 0,5 per 10.000 dibandingkan 4 per 10.000 di Jawa 

(Kesehatan, 2024). Dalam konteks ini, alat digital yang didukung LKD yang memadai 

merupakan mekanisme sebagian tetapi bermakna untuk mengkompensasi kekurangan 

tenaga kesehatan fisik namun hanya jika LKD petugas Puskesmas di pedesaan 

dikembangkan secara spesifik dan merata. 
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Cakrawala yang Berkembang: AI, Literasi Algoritmik, dan Seterusnya 

Dimensi etis yang kritis perlu ditekankan: seiring teknologi kesehatan digital yang 

semakin memasukkan AI dan pengambilan keputusan otomatis, LKD harus berkembang 

untuk mencakup literasi algoritmik kemampuan untuk secara kritis mengevaluasi dan 

menerapkan rekomendasi kesehatan yang dihasilkan AI dengan tepat. Mempersiapkan 

tenaga kerja PHC untuk menghadapi cakrawala berikutnya ini memerlukan strategi 

pendidikan yang berpandangan ke depan dan melampaui kerangka berbasis eHEALS saat 

ini. Pendekatan multi-level dari Strategi Literasi Kesehatan Digital UE memberikan 

model yang berguna untuk pengembangan Rencana Aksi LKD Nasional Indonesia. 

Temuan mengenai hambatan literasi kesehatan digital (LKD) perlu diperluas 

dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) 

dalam layanan kesehatan. Salah satu tantangan yang semakin relevan adalah literasi 

algoritmik, yaitu kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami, mengevaluasi, dan 

secara kritis menafsirkan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem berbasis algoritma. 

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, khususnya di Puskesmas, penggunaan sistem 

pendukung keputusan klinis berbasis AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi 

diagnosis. Namun, tanpa kapasitas literasi algoritmik yang memadai, tenaga kesehatan 

berisiko menerima rekomendasi tersebut secara pasif tanpa mempertimbangkan konteks 

klinis pasien secara menyeluruh. Studi menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan 

terhadap AI tanpa pemahaman kritis dapat menyebabkan bias keputusan klinis serta 

menurunkan kualitas pelayanan kesehatan (Longoni et al., 2019; WHO, 2021). Oleh 

karena itu, penguatan LKD di masa depan perlu mencakup dimensi literasi algoritmik 

sebagai bagian dari kompetensi tenaga kesehatan, termasuk dalam kurikulum pelatihan 

dan kebijakan penguatan kapasitas di layanan kesehatan primer. 

 

Etika dan Privasi Data 

Selain aspek kapasitas individu, transformasi digital dalam sistem kesehatan juga 

memunculkan tantangan etika dan perlindungan data pasien. Implementasi platform 

terintegrasi seperti SATUSEHAT menuntut pengelolaan data kesehatan dalam skala 

besar yang rentan terhadap risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan 

kebocoran informasi sensitif. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, perlindungan data 

pasien bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap 

sistem kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa tata kelola data 

kesehatan digital harus menjamin prinsip keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data 

secara etis (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, penguatan regulasi seperti 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting, namun 

implementasinya di tingkat layanan primer masih menghadapi tantangan, termasuk 

keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan terkait keamanan data digital. Oleh karena itu, 

integrasi aspek etika dan privasi data dalam penguatan literasi kesehatan digital menjadi 

krusial untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi 

layanan, tetapi juga melindungi hak dan keamanan pasien. 

Disisi lain, isu etika dan privasi data dalam kesehatan digital juga berkaitan erat 

dengan prinsip keadilan dan tata kelola data (data governance). Studi oleh Vayena et al. 

(2018) menekankan bahwa penggunaan data kesehatan dalam ekosistem digital harus 

mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan data untuk kepentingan publik 

dan perlindungan hak individu. Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, khususnya 

di negara berkembang, tantangan ini semakin kompleks karena adanya kesenjangan 

infrastruktur dan regulasi yang belum sepenuhnya matang. Kurangnya kejelasan terkait 

kepemilikan data, persetujuan pasien (informed consent), serta transparansi penggunaan 

data dapat menimbulkan risiko ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan 
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digital. Oleh karena itu, diperlukan kerangka tata kelola data yang kuat, termasuk 

kebijakan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan data kesehatan, sehingga implementasi sistem seperti SATUSEHAT dapat 

berjalan secara etis dan berkelanjutan. 

 

Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan bukti yang disintesis dalam review ini, lima rekomendasi kebijakan 

diusulkan untuk pembuat kebijakan Indonesia, institusi pendidikan kesehatan, dan 

organisasi layanan kesehatan (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti untuk Penguatan LKD dalam Layanan 

Kesehatan Primer Indonesia 
No. Rekomendasi 

Kebijakan 

Dasar Pemikiran Aktor Pelaksana 

1 Integrasikan LDK ke 

dalam kurikulum 

pendidikan tenaga 

kesehatan pra-jabatan 

Pengembangan kompetensi 

berkelanjutan membutuhkan 

fondasi yang tertanam, bukan 

pelatihan satu kali 

Kemendikbudristek; institusi 

pendidikan tenaga kesehatan 

(LPTK); asosiasi profesi (IDI, 

PPNI, IBI) 

2 Tetapkan kerangka 

pelatihan LDK 

dalam-jabatan 

nasional yang 

berkelanjutan 

Manfaat pelatihan dari 

program ad hoc berkurang 

tanpa tindak lanjut dan 

penguatan institusional 

Kemenkes RI - Digital 

Transformation Office (DTO); 

dinas kesehatan provinsi; 

mekanisme DAK Non-Fisik 

3 Investasikan 

infrastruktur digital 

sebagai prasyarat 

transformasi PHC 

Pelatihan LDK menghasilkan 

manfaat yang tidak signifikan 

tanpa konektivitas yang andal 

dan perangkat keras yang 

fungsional 

Kemenkes RI; Kominfo; 

pemerintah daerah (APBD); 

alokasi DAK Fisik 

4 Kembangkan 

kerangka regulasi tata 

kelola data kesehatan 

yang komprehensif 

Kejelasan regulasi 

mengurangi kecemasan 

penyedia layanan dan 

memungkinkan adopsi alat 

digital dengan percaya diri 

DPR RI; Kemenkes RI; BPJS 

Kesehatan; proses konsultasi 

multi-pemangku kepentingan 

termasuk advokasi pasien 

5 Adopsi Rencana Aksi 

LDK Nasional multi-

level yang selaras 

dengan Strategi 6 

Pilar 

Intervensi simultan di tingkat 

individu, organisasi, dan 

kebijakan diperlukan untuk 

perubahan sistemik 

Kemenkes RI - semua 

direktorat; otoritas kesehatan 

regional; mitra akademik; 

BPJS Kesehatan 

Catatan. LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan. IDI = Ikatan Dokter Indonesia. PPNI = 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. IBI = Ikatan Bidan Indonesia. DPR RI = Dewan Perwakilan 

Rakyat. APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Kekuatan dan Keterbatasan 

Kekuatan utama review ini adalah strategi pencarian multi-sumber yang 

komprehensif (menggabungkan basis data internasional dan literatur abu-abu Indonesia), 

kerangka pelaporan PRISMA-ScR yang sistematis, dan relevansi kebijakannya yang 

langsung terhadap transformasi kesehatan digital Indonesia saat ini. Penyertaan 

dokumentasi Kemenkes RI dan laporan otoritas kesehatan regional memastikan bahwa 

realitas implementasi nasional ditangkap bersama bukti internasional. 

Keterbatasan mencakup heterogenitas desain studi dan instrumen pengukuran 

LKD di seluruh studi yang disertakan, yang menghalangi sintesis meta-analitik. 

Pembatasan pada sumber berbahasa Inggris mungkin telah merepresentasikan penelitian 

primer berbahasa Indonesia secara kurang memadai. Bias publikasi terhadap temuan 
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positif pada intervensi LKD dimungkinkan. Penelitian primer di masa depan harus 

memprioritaskan studi longitudinal multi-situs yang mengukur dampak intervensi LKD 

pada kompetensi tenaga kerja dan luaran kesehatan pasien di lingkungan Puskesmas 

Indonesia, menggunakan instrumen pengukuran yang divalidasi secara budaya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Scoping review ini menyediakan sintesis komprehensif berbasis bukti yang 

mengonfirmasi bahwa LKD memainkan peran yang beragam dan tak tergantikan dalam 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam layanan kesehatan primer. Dengan 

meningkatkan pengambilan keputusan klinis, manajemen informasi kesehatan, 

keterlibatan pasien, kolaborasi interprofesional, dan pengembangan profesional 

berkelanjutan, LKD memungkinkan petugas PHC berkinerja efektif dalam sistem 

kesehatan yang semakin digital. Pada tingkat sistem, investasi LKD menghasilkan 

manfaat di seluruh dimensi kualitas layanan, efisiensi, ekuitas kesehatan, dan surveilans. 

Bagi Indonesia yang menghadapi tantangan simultan cakupan kesehatan universal, 

ketidaksetaraan kesehatan geografis, dan transformasi digital cepat melalui 

SATUSEHAT berinvestasi dalam LKD tenaga kerja PHC-nya bukan sekadar keharusan 

teknologi, tetapi merupakan prasyarat untuk pemenuhan janji fundamental kesehatan 

untuk semua. Rencana Aksi LKD Nasional, yang tertanam dalam 6 Pilar Transformasi 

Kesehatan, dengan indikator yang dapat diukur yang didisgregasi berdasarkan wilayah 

dan jenis fasilitas, adalah respons kebijakan yang paling mendesak dibutuhkan. 

Penelitian masa depan harus memprioritaskan: pengembangan dan validasi 

instrumen pengukuran LKD yang sesuai konteks untuk konteks PHC Indonesia; studi 

longitudinal yang mengukur efek intervensi LKD pada adopsi telemedicine dan luaran 

pasien; serta desain quasi-eksperimental yang memanfaatkan peluncuran bertahap 

SATUSEHAT per provinsi untuk memperkirakan efek kausal investasi infrastruktur 

digital terhadap pengembangan LKD. 
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